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MOTO

“Selesaikanlah satu pekerjaan dengan segera, karena penumpukkan pekerjaan adalah
suatu kebodohan ™ (Penulis)
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RINGKASAN

Hidup di dalam era pembangunan dewasa ini, menuntut masyarakat untuk
bertindak proaktif dalam segala kegiatan pembangunan. Oleh karena itu
pembangunan yang diprogramkan pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya
peranan aktit’ dari masyvarakat. Namun, dalam kegiatan pembangun juga diperlukan
pendidikan hukum yang memadai bagi masyarakat dan instansi pemerintah yvang
terkait sehingga tidak menimbulkan penyimpangan — penvimpangan dalam
pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.

Fakta yang digunakan adalah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Peningkatan
Jalan Pcros Desa (JPD) antara Kepala Desa Morobakung sebagai Pemberi tugas
dengan Amrur Rozi, S.T sebagai pelaksana. Dani fakta tersebut terdapat permasalahan
vang dibahas antara lain mengenai proses pembuatan perjanjian pemborongan
pekerjaan peningkatan Jalan Poros Desa (JPD), proses pelaksanaan perjanjian
pemborongan pekerjaan peningkatan Jalan Poros Desa (JPD) dan cara penyelesaian
jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan peningkatan Jalan
Poros Desa (JPD). Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memecahkan
permasalahan diatas dengan menggunakan metode pendekatan vuridis normatif serta
bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber bahan hukum. Prosedur
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara mempelajari kasus
vang diaphikasikan dengan bahan hukum hasil studi literatur sedangkan, dalam
penyajian skripsi menggunakan metode diskriptif kualitatif

Perjanjian pemborongan pekerjaan peningkatan Jalan Poros Desa (JPD)
dilakukan dengan penunjukan langsung dengan alasan adanya keadaan tertentu vaitu
JPD merupakan jalan utama dan ketiga desa vang memiliki manfaat sangat penting
bagi masyarakat, diperlukan penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan
masyarakat vang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda sehingga harus segera

dilakukan. Penunjukan langsung dalam perjanjian pemborongan pekerjaan ini
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bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000
karena tidak memenuhi persyaratan vang ditentukan didalam pasal tersebut.

Perjanjian dilaksanakan dalam jangka waktu 60 han kalender, setelah ada
Surat Keputusan Ketua Tim Pembangunan Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros
Desa (JPD). kemudian terdapat masa pemeliharaan pekerjaan selama 60 han
kalender. Cara pembayaran biaya pekerjaan diatur dalam 4 (empat) kali angsuran.
Penyerahan pekerjaan dilakukan 2 (dua) kali. Pelaksanaan perjanjian pemborongan
pekerjaan ini tidak sesuai dengan Pasal 23 avat (1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2000 yang mensyaratkan adanya jaminan.

Wanprestasi vang dilakukan oleh pelaksana adalah tidak menyelesaikan
tugas, tidak memenuhi mutu, tidak memenuhi kuantitas dan tidak menyerahkan hasil
pekerjaan  Mengenai wanprestasi vang dilakukan oleh pemberi tugas adalah
terlambat membayar dan tidak membayar. Pclaksanaan perjanjian pemborongan ini
tidak terdapat wanprestasi baik dilakukan oleh pemberi tugas maupun oleh
pelaksana.

Dalam penunjukan langsung pada provek pemerintah hendaknva memenuhi
syarat penunjukan langsung yaitu pelaksana harus diregistrasi pada instansi yang
berwenang sedangkan pelaksana dan arsitek harus memenuhi persvaratan vang
ditentukan Undang-undang. Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan vang
dananya berasal dani APBN atau APBD hendaknya terdapat jaminan.
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1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat
dinikmaﬁ seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara
adil dan merata. Sebaliknya berhasil tidaknya pembangunan tergantung dari
partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara
merata oleh segenap lapisan masyarakat (FX. Djumialdji, 1996:1),

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka Indonesia yang selama ini
melaksanakan pembangunan disegala bidang dapat dikatakan berhasil karena
parameter berhasil tidaknya pembangunan adalah dapat dinikmatinya hasil
pembangunan fersebut oleh seluruh rakyat dan juga adanya partisipasi dari
segenap masyarakat. Sebagai contoh hasil dari pembangunan, yaitu: pasar, rumah
sakit, tempat ibadah, jalan, dan lain-lain.

Jalan merupakan sarana utama dalam kelancaran transportasi, karena
dengan adanya jalan ini akses informasi antara daerah yang satu dengan daerah
yang lainnya dapat diperoleh dengan cepat. Salah satu contoh pembangunan jalan
adalah Peningkatan Jalan Poros Desa (JPD),

Sebelum dilaksanakannya pembangunan Peningkatan JPD, terlebih dahulu
terdapat suatu perjanjian pemborongan antara pihak pemborong dan pihak vang
memborongkan (bouwheer). Definisi perjanjian pemborongan pekeraan adalah
suatu perjanjian dimana pihak vang satu, pemborong, mengikatkan diri untuk
membuat suatu hasil karya tertentu dengan harga tertentu bagi pihak lainnya, yang
memborongkan pekerjaan, yang mengikatkan diri untuk memberikan pekerjaan
pemborongan itu kepada pihak vang satu (Imam Soepomo, 1982:2).

Sebelum pembuatan perjanjian, terdapat suatu proses pendahuluan. Proses
pendahuluan di dalam perjanjian pemborongan merupakan proses dimana pihak
yang memborongkan mencari pemborong yang dianggap mampu untuk

melaksanakan pekerjaan yang diinginkan. Setelah proses pendahuluan terdapat
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1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan
yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, yang secara terperinci dapat
diuraikan sebagai berikut.

1.41 Tujuan Umum
Adapun tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut,
I. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir serta syarat yang diperlukan
guna meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;,
2, Untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang diperoleh
dari kuliah Zengan menghubungkan pada kenyataan yang ada dalam
masyarakat;

Lad

Untuk membertkan sumbangan pemikiran pada pembangunan hukum dan para
pthak yang berminat serta yang berkepentingan sehubungan dengan
permasalahan tersebut di atas.

1.4.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adafah sebagai berikut.
1 Untuk mengkaji dan menganalisa proses pembuatan Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Desa (JPD):;

o]

Untuk mengkaji dan menganalisa proses pelaksanaan Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Desa {(JPD;

3 Untuk mengkaji dan menganalisa cara penvelesaian jika terjadi wanprestasi
dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Desa
(JPD).

1.5 Metodologi
Untuk memperoleh hasil penulisan skripsi yang batk serta dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka harus mengpunakan  metode

penuusa. ang benar. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan penulisan skripsi
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dapat tercapai dan juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain, Oleh karena
itu, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Salah satu upaya untuk mendapatkan penulisan yang diharapkan maka
perlu adanya suatu pendekatan vang bersifat ilﬁu’ah terhadap permasalahan yang
menjadi ruang lingkup permasalahannya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan melakukan
kapan-kajian terhadap peraturan perudangan-undangan, pendapat sarjana dan
teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan (Ronny Hanitijo
Soemitro, 1990: 70),

1.52 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan
untuk memecahkan masalah yang ada. Adapun macam bahan hukum yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan

sumber bahan sekunder,

1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan dasar atau bahan asli yang
diperoleh penulis dan tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan
belum divraikan oleh orang lain. Bahan hukum primer yang digunakan penulis
dalam skripsi ini adalah dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-
undangan, pendapal para sarjana, norma-norma dan yunisprudens: (Ronny
Hanitijo  Soemitro, 1990:11). Bahan hukum primer tersebut dianalisis,
dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh  kebenaran
pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. kesemuanya itu kemudian dihubungkan
dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari
penyusunan skripsi ini,
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1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sckunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan
hukum primer (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:11). Bahan hukum sekunder dapat
diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-
literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diperiukan dan yang relevan dengan
permasalahan disusun secara sistematis dan standart guna memecahkan masalah
yang akan diteliti. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan
dalam penulisan ini adalah dengan cara mempelajari kasus yang diaplikasikan
dengan bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi literatur, yaitu dengan
membaca literatur, serfa peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas dan digunakan sebagai bahan perbandingan antara
teori dengan kenyataan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul dianalisa agar dapat digunakan
sebagai bahasan yang bersifat diskriptif, yaitu bahasan yang memberikan
gambaran sccara lengkap dan jelas mengenai permasalahan vang terjadi di
lapangan kemudian disesuaikan dengan berbagai teori dan praktek. Penulis dalam
penyajian skripsi ini menggunakan metode diskriptif kualitatif’ vaitu merupakan
penyajian secara singkat atas gambaran suatu permasalahan vang tidak didasarkan
alas angka-angka atau bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 98).



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

II. FAKTA, DASAR H UKUNJ

2.1 Fakta
Fakta yang penulis berikan disini adalah suatu perjanjian pemborongan

pekerjaan peningkatan Jalan Poros Desa (JPD) di Desa Ngampel — Desa
Pejangganan ~ Desa Morobakung, dimana ketiga desa tersebut berada di
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Sedangkan dana yang digunakan untuk
proyek pembangunan tersebut berasal dani Bantuan Swakelola Subsidi Daerah
Bawahan (SDB) 11 Peningkatan Jalan Poros Desa (JPD) Kabupaten Gresik yang
kemudian dialokasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa).

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang bernilai Rp 100.000.000 - (seratus
Juta rupiah) tersebut dituangkan didalam Surat Perjanjian pelaksanaan Pekerjaan
dengan nomor : 02/sppp/VIII/2003-Sper tentang provek pelaksanaan Jalan Poros
Desa (JPD) Desa Ngampel ~ Desa Pejangganan — Desa Morobakung Kecamatan
Manyar Kabupaten Gresik pada tanggal 14 Agustus 2003. Perjanjian tersebut
melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pemborong dan pihak yang memborongkan.
Sedangkan, pemborongan tersebut dilakukan dengan cara penunjukkan secara
langsung.

Pihak pemborong dan pihak yang memborongkan tersebut adalah sebagai

berikut.

I. PIHAK 1 sebagai pemberi tugas yakni, Bapak Moh. Muchlish. Ms.
(Kepala Desa Morobakung), yang beralamat di jalan AMD 11
Morobakung Manyar Gresik. Dalam hal ini telah ditunjuk oleh Bapak
Al Mansur. Dm (Kepala Desa Ngampel) dan Bapak H. Moh. Nukhan
(Kepala Desa pejanpganan) dengan surat pernyataan yang dibuat pada
tanggal 14 Agustus 2003 schagai Ketua Tim Pembangunan Proyek
Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Desa (JPD) Desa Ngampel - Desa

Pejangganan — Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten
Gresik;

¢, -
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2. PIHAK II sebagai pelaksana yakni, Bapak Amrur Rozi, S.T., yang
beralamat di jalan Jaya No. 7b Sembayat Timur Manyar Gresik. Dalam
hal ini sebaga Pelaksana Pekerjaan.

Kedua belah pihak tersebut telah setuju dan sepakat untuk mengadakan

perjanjian pemborongan pekerjaan pemingkatan Jalan Poros Desa (JPD) Desa

Ngampel — Desa Pejangganan — Desa Morobakung Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik. Setelah kedua belah pihak sepakat dan setuju maka timbullah
hubungan hukum yang ditandai dengan ditandatanganinya surat perjanjian

tersebut. Oleh sebab itu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan wajib
untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagai peraturan mereka. Apabila salah satu
pihak, baik pemborong maupun yang memborongkan melanggar ketentuan dalam

perjanjian maka akan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Dalam pasal 8 ayat (1) surat perjanjian tersebut, cara pembayaran biaya

pekerjaan dilakukan dalam 4 (empat) kali angsuran, vaitu:

d.

Angsuran pertama (uang muka), sebesar 30% dan biaya pekerjaan atau
sebesar 30% x Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) = Rp 30.000.000.-
(tiga puluh juta rupiah).

Angsuran kedua, sebesar 30% dari biaya pekerjaan atau sebesar 30% x Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp 30.000.000- (tiga pulub juta
rupiah), dibayar setelah kemajuan pekerjaan/fistk mencapai prestast 43%
dari pelaksanaan pekerjaan.

Angsuran ketiga, sebesar 30% dan biava pekerjaan atau sebesar 30% x Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp 30.000.000- (tiga puluh jua
rupiah), dibayar setelah kemajuan pekerjaan/tisik mencapai prestasi 90%
dari pelaksanaan pckenaan.

Angsuran keempat, sebesar 10% dar biaya pekerjaan atau sebesar 10% x Rp
100.000.000_- (seratus juta rupiah) = Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah},
dibavar setelah kemajuan pekerjaan/fisik mencapai prestasi 100% dan

pelaksanaan pekerjaan.
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Dalam Surat Keputusan Ketua Tim Pembangunan Proyek Pelaksanaa
Pekerjaan Jalan Poros Desa (JPD) Desa Ngampel — Desa Pejangganan — Desa
Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan Nomor
03/skktp/VITL/2003-Skep tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Dan Perintah
Kerja Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Desa (JPD) Desa Ngampel —
Desa Pejangganan — Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupa:ten Gresik,
menerangkan bahwa Ketua Tim Pembangunan Proyek Pelaksanaan Pekerjaan
Jalan Poros Desa (JPD) Desa Npampel — Desa Pejangganan — Desa Morcbakung
Kecamatan Manvar Kabupaten Gresik membenikan perintah kepada Amrur Rozi,
S.T. antuk:

Melaksanakan : Proyek pelaksanaan pekerjaan Jalan Poios Desa (JPD)
Desa Ngampel — Desa Pejangganan — Desa Morobakung
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan volume
jalan : Panjang = 1100,00 m, Lebar = 3,00 m, Luas
3300,00.

Waktu Pelaksanaan : 18 (delapan belas) han kalender setelah tangpal penetapan
Surat Keputusan Ketua Tim Pembangunan Proyek
Pelaksanaan Pekerjaan lalan Poros Desa (JPD) Desa
Ngampel — Desa Pejangganan — Desa Morobakung
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik nomor
03/skktp/VIILI2003-Skep tentang Penunjukkan
Pelaksanaan Pekenjaan Jalan Poros Desa (JPD) Desa
Ngampel Desa Pejangganan — Desa Morobakung
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Waktu Penyelesaian : 60 (enam puluh) han kalender, atau selambat-lambatnya
tangpal 1 November 2003,

Masa Pemeliharaan : 60 (enam puluh) han kalender.

erjanjian ini berakhir setelah masa pemeliharaan selesai dan setiap
penyerahan pekenaan dan pthak kedua harus disertai berita acara vang dibuat oleh
pengawas dan ditandatangam pihak kesatu dan pihak kedua.
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2.2 Dasar Hukum
1. KUH Perdata
a. Pasal 1237 tentang risiko

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu,
kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si
berpiutang,

Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat
kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

b. Pasal 1243 & 1244 tentang wanprestasi

Pasal 1243
Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,
barulai, mulai diwajibkan, apabila siberhutang, setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalaitkannya, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam
tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pasal 1244

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengeanti biaya, rugi
dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak
pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal

yang tak ferduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya,
kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

c. Pasal 1313 tentang pengertian perjanjian
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih,

d. Pasal 1320 tentang syarat sah suatu perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

€. Pasal 1338 tentang mengikatnya perjanjian bagi para pihak

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.
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Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

L. Pasal 1601(b) tentang pengertian perjanjian pemborongan
Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu,
si pemborong, mengikatkan dini uniuk menyelenggarakan suatu pekerjaan
bagi pibak yang lain, yang memborongkan, dengan menerima suatu harga
yang ditentukan.

g. Pasal 1604, 1605 dan 1607 tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan
pekerjaan
Pasal 1604
Dalam hal pemborongan pekerjaan dapat ditetapkan dalam perjanjian
bahwa si pemborong hanya akan melakukan pekerjaan saja atau bahwa ia
juga akan memberikan bahannya,

Pasal 1605

Dalam halnya si pemborong diwajibkan memberikan bahannya, dan
pekerjaannya dengan cara bagaimana pun musnah sebelumnya pekerjaan
itu diserahkan, maka segala kerugian adalah atas tanggungan si
pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk
menerima pekerjaan tersebut.

Pasal 1607
Jika si pemborong diwajibkan melakukan pekerjaan saja dan pekerjaannya

musnah maka ia hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya.

2. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruks;

a Pasal | ayat (1)
Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan castruksi, dan layanan

Jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
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b. Pasal 5 ayat (1) dan avat (2)

Pasal 5 ayat (1)
Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan
usaha.

Pasal 5 ayat (2)
Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat
melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi
sederhana, dan yang berbiava kecil.

c. Pasal 14
Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdin dar :
4. pengguna jasa;

b. penyedia jasa.

d. Pasal 17 (3)
Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan
cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung.

e. Pasal I8
Pasal 18 ayat (1)

Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup -

a. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat
ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar seria dapat
dipahami.

b. menec@pkan penyedia jasa secara tertuis sebagai hasil pelaksanaan
pemilihan,

Pasal 18 ayat (2)
Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran
berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.
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Pasal 18 ayat (3)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) bersifat
mengikat bagi kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah
dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak
kerja konstruksi.

Pasal 18 ayat (4)

Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja
konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
yang sccara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

f. Pasal 22(1)
Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.

g. Pasal 37

Pasal 37 ayat (1)
Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh
untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan
penyelengparaan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan

bangunan.

Pasal 37 ayat (2)
Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 37 ayat (3)
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh
Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.
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3. (A.V. Tahun 1941) Algemene Voorwaarden voorde unitvoering bij
aanneming van openbare werken in Indonesia/Syarat-syarat umum untuk
pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia.

Pasal 62

Direksi / pimpinan proyek berhak mencabut / membatalkan pemberian
pekerjaan secara sepihak. Apabila terbukti kontraktor telah menyerahkan
pekerjaan yang diterimanya kepada kontraktor lain {mengorder
annemerkan) tanpa persetujuan direksi / pimpinan proyek.

4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
Pasal 1(4)

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya vang diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan
tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Pasal 29

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum,
pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan
jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.

Pasal 33

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29

meliputi:

4. perencanaan lekmis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan
lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;

b. pengoperasian dan pemeliharaan jaian kabupaten dan jalan desa; dan

c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan
kabupaten dan jalan desa. -
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S. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
Pasal 12 (2)

penunjukan langsung pelaksana konstruksi dilakukan dengan syarat:

1. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan
harus diregistrasi pada lembaga;

2. tenaga ahli dan atau tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan
usaha dan usaha orang perscorangan harus bersertifikat yang
dikeluarkan oleh Lembaga; dan

3. penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten atau
pihak lain yang telah mendapat lisensi.

Pasal 12 ayat (3)

Tata carm penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdin dan

l. undangan;

penjelasan;

pemasukan penawaran,

negosiasi; dan

penetapan penyedia jasa

A B L

2.3 Landasan Teori
1.3.1 Pengertian Perjanjian

Dalam buku [Tl KUH Perdata yang mengenai perikatan, pada Pasal 1233
dinyatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, batk karena
undang-undang”  Dan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa sumber dari
perikatan adalah persetujuan/perjanjian atau undang-undang. Selanjutnya pada
Pasal 1234 KUHPerdata menvatakan bahwa “Tiap-tiap pertkatan adalah wnnd
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau wuntuk tidak berbuat sesuct”

Menurut Moch Chaidir Ali, dkk (1993:16), perikatan adalah “Swarnu
hubungan hukum antara dua pihak vang mengadakan suatu perikatan dimana
satu pihet =empunyat hak atau suatu presiasi sedangkan pthak lain berkewayiban
melaksanakannya.” Jadi suatu perikatan merupakan hubungan hukum bernisikan
hak dan kewayiban yang mengikat bagi para pihak, dimana perikatan ini dapat
berupa untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat
sesuati
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Perikatan yang lahir dari suatu perjanjian diatur didalam Pasal 1313 KUU
Perdata bahwa “Swaru Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebith mengikatkan dirinya terhadap saty: orang lain atau lebih”.
Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut menerangkan bahwa suatu perjanjian
berasal dari keinginan satu orang atau beberapa orang untuk melakukan perbuatan
mengikatkan diri terhadap satu orang atau beberapa orang vang lain.

Perjanjian menurut Subekti (1990:1) adalah “Suaty peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimang-mana orang itu saling berjanji

uniuk melaksanakan suatu hat ",

2.3.2 Pengertiac Perjanjian Pemborongan

Dalam Pasal 1601 (b) KUH Perdata. Perjanjian pemborongan disebut
dengan istilah pemborongan pekerjaan, dimana isinya sebagai berikut,

Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu,

si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan

bagi pihak yang lain, yang memborongkan, dengan menerima suatu harga
yang ditentukan.

Definisi  perjanjian pemborongan pekerjaan disini  kurang tepat
menganggap bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian sepihak sebab si
pemborong hanya mempunyai kewajiban saja sedangkan yang memborongkan
mempunyai hak saja. Sebenamya perjanjian pemborongan adalah perjanjian
timbal balik hak dan kewajiban. Definisi perjanjian pemborongan yang lebih tepat
adalah sebagai berikut: Pemborongan pekerjaan adulah suatu persetujuan dengan
mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
suatu pekerjaan, sedangkan pihak vang lain, yang memborong, mengikatkan diri
untuk membayar suatu harga yang ditentukan (FX. Dyjumialdji, 1996:4).

Menurut Imam Soepomo (1982:2), perjanjian pemborongan pekerjaan
adalan suatu perjanjian dimana pihak vang safu, pemborong, mengikatkan diri
wtuk membuat suatu hasil karva tertentu dengan harga tertentu bagi prhak
latnnvae,  vang  memborongkan pekerjaan, yang mengikatkan diri  untuk

memberikan pekerjaan pemborongan i kepada pihak yang satu
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Jadi lebih jelaslah pengertian perjanjian pemborongan tersebut, dengan
demikian timbullah hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum, sehingga
kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya bila tidak melakukan
kewajibannya maka dikenai sanksi.

2.3.2.1 Jenis-Jenis Perjanjian Pemborongan

Dalam KUH Perdata jenis-jenis perjanjian pemborongan diatur di dalam
Pasal 1604 yaitu: “Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat diperjanjikan
bahwa pemborong hanya melakukan pekerjaan ataupun bahwa ia juga
menyediakan bahan-bahannya. ™

Dan unsur Pasal 1604 KUH Peidata dapat ditarik 2 (dua) jenis perjanjian
pemborongan yaitu:

I. perjanjian pemborongan di mana pemborong hanya melakukan pekerjaan
saja,
2. perjanjian pemborongan di mana pemborong selain melakukan pekerjaan

Juga menyediakan bahan-bahannya.

Berdasarkan jenis-jenis perjanjian pemborongan tersebut maka untuk
membedakan antara keduanya adalah mengenai resiko pembebanan ganti rugi,
Misalnya, apabila hasil pekerjaan musnah maka dalam perjanjian pemborongan
di mana pemborong hanya melakukan pekenjaan saja, pihak pemborong tidak
mengganti kerugian tersebut, Sedangkan, dalam perjanjian pemborongan di mana
pemborong selain melakukan pekerjaan juga menvediakan bahan-bahannya, disini
pihak pemborong menerima resiko pembebanan ganti rugi

Jika dilihat dan cara terjadinya perjanjian pemborongan, maka dapat
dibedakan menjadi
I. Perjanjian pemborongan yang diperolch sebagai hasil pelelangsn atas
dasar penawaran yang diajukan,
2. Perjanjian pemborongan atas dasar penunjukkan,
3. Perjanjian pemborongan yang diperoleh sebagai hasil dan perundingan

antara pemberi tugas dan pemborong (Sri Soedewi Masjchun Sofwan,
2003:59),
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Jika dilihat menurut cara penentuan harganya, maka perjanjian

pemborongan itu dapat dibedakan atas:

1.

[d

Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti.

Dalam perjanjian ini harga borongan telah ditetapkan secara pasti, baik
harga kontrak maupun harga satuan.

Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum,

Dalam hal ini harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan.
Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar harga satuan, harga
diperhitungkan dalam setiap unit.

Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya dan upah.
Dalam perjanjian, pemberi tugas akan membayar harga borongan sesuai
dengan jumlah biaya vang sesungguhnya d'keluarkan ditambah dengan
upahnya (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 2003:60).

2.3.2.2 Prinsip-Prinsip Perjanjian Pemborongan

Menurut Mumir Fuady (1998:26-30) yang merupakan prinsip-prinsip

yuridis mengenai suatu kontrak pemborengan yang terdapat dalam KUH Perdata
adalah sebaga berikut:

Prinsip korelasi antara tanggung jawab para pihak dengan kesalahan dan
penyediaan bahan bangunan.

Prinsip ini menyatakan bahwa tanggung jawab masing-masing pihak
disangkutkan dengan (a) kesalahan para pihak dan (b) pihak mana vang
menyediakan bahan bangunan,

Dalam hal im KUH Perdata menentukan bahwa dalam suatu kentrak
pemborongan, jika pthak pemborong yang harus menvediakan bahan
bangunannya, maka apabila sebelum diserahkan, pekerjaannya musnah
dalam keadaan bagaimanapun, maka setiap kerugian vyang timbul
merupakan tanggung jawab pihak pemborong, kecuali dapat dibuktikan
pthak howwheer telah melakukan kesalahan berupa lalai untuk menerima
pekerjaan tersebut. Sebaliknya, apabila bahan bangunan disediakan oleh
pihak howwheer sementara pihak pemborong hanya berkewajiban
melakukan pekerjaan saja, maka jika pekerjaannya musnah, pihak
pemborong hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya saja.
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Prinsip ketegasan tanggung jawab pemborong jika bangunan musnah
karena cacat dalam penyusunan atau faktor tidak ditopang oleh
kesanggupan tanah.

Menurut prinsip ini, pihak pemborong mesti bertanggung jawab secara
bukum atas pekerjaan yang dibuatnya, jika kemudian bangunannya
musnah (seluruh atau sebagian) karena cacat dalam penyusunan atau faktor
tidak ditopang oleh kesangeupan tanah

. Prinsip larangan perubahan harga kontrak.

Yang dimaksud dengan prinsip larangan perubahan harga kontrak adalah
bahwa pihak pemborong tidak boleh mengubah kontrak secara sepihak
dengan menaikkan harga borongan, dengan alasan telah terjadi
a. kenaikan upah buruh, atau
b. kenaikan harga bahan-bahan bangunan, atau
¢. telah terjadi perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang
tidak termasuk dalam rencana tersebut.

- Prinsip kebebasan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak bouwheer

Prinsip ini berasal dari Pasal 1611 KUH Perdata, Prinsip ini menentukan
bahwa pihak bouwheer bebas memutuskan kontrak di tengah perjalanan
(walaupun tidak disebutkan di dalam perjanjian) walau lanpa kesalahan
dari pihak pemborong, asalkan bouwheer tersebut mengganti  biaya
Kerugian (biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang hilang) dan
pekerjaan tersebut,

Prinsip 1ni menyimpang dari prinsip hukum kontrak yang umumnya
berlaku bahwa para pthak tidak dapat memutuskan kontrak di tengah jalan
kecuali disetujui oleh kedua kedua pihak atau dengan keputusan
pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata), kecuali ditentukan lain dalam
kontrak vang bersangkutan

Prinsip Kontrak yang melekat dengan pihak pemborong

Pada umumnya hukum menentukan bahwa hak dan kewajiban yang terbit
dari suatu kontrak turun ke ahli waris. Prinsip hukum yang berlaku umum
seperti ini tidak berlaku terhadap kontrak-kontrak untuk mana kepada
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salah satu pthak untuk dapat melaksanakan prestasinya diperlukan skill
tertentu. Contohnya kontrak pemborongan yang memang memerlukan skill
tertentu dari pihak pemborong.

6. Prinsip vicarious liability
Yang dimaksud dengan vicarious liability (tanggung jawab pengganti)
adalah suatu tanggung jawab dari atasan atas tindakan-tindakan melawan
hukum yang dilakukan oleh bawahannya tersebut terhadap pihak ketiga
ketika menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya olch atasannya itu.

7. Pnnsip eksistensi hubungan kontraktual
Berlakunya prinsip Eksistensi Hubungan kontraktual ini juga antara lain
sebagai konsekuensi dari keberadaan Pazal 1613 tersebut. Sebab di
samping berlakunya prinsip vicarious liability, maka si pemborong juga
bertanggung jawab atas tindakan pekerja terhadap pihak bowwheer (jadi
tidak hanya tindakan pekerja terhadap pihak ketiga seperti dalam hal
vicarious liability),

8. Prinsip hak retensi
Juga merupakan hukum vang telah berlaku secara universal dan diakui
secara eksplisit dalam KUH Perdata (Pasal 1616) bahwa Jika para pekena
menguasal sesuatu barang kepunyaan orang lain untuk membuat sesuatu
pekerjaan atas barang tersebut, maka kepada pekerja tersebut diberikan
hak retensi. Maksudnya adalah bahwa para pekerja tersebut mempunyai
hak untuk menahan barang tersebut (meskipun milik orang lain) dalam
kekuasaannya, selama ongkos pembuatan pekerjaan atas barang tersebut

belum dibavar lunas.

2.3.2.3 Peserta Dalam Perjanjian Pemborongan
Menurut S Soedewi Masjchun Sofwan (2003:68-75) peserta dalam
perjanjian pemborongan bangunan, antara lain:
I. Pemberi Tugas
Pemberi  tugas (bowwheer; emplover; prinsepaail) dapat berupa

perorangan, badan hukum. instansi pemerintah ataupun swasta. Si pemberi
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tugasiah yang mempunyai prakarsa memborongkan bangunan sesuai
dengan kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syarai-syarat.
Dalam pelaksanaan pemborongan tersebut si pemberi tugas dapat diwakili
oleh direksi yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan, dalam hal
ini dapat ditunjuk seorang arsitek atau utusan yang berwenang untuk
melakukan,

. Pelaksana

Pelaksana atau pemborong bertindak melakukan pemborongan bangunan
sesual dengan bestek dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam
kontrak. Dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan si pemborong
dalam pekerjaan sehari-hari dapat menguasakan pekerjaan tersebut kepada
pelaksana (uitvoerder).

. Sub Kontraktor

Dalam  perjanjian  pemborongan bangunan dimungkinkan bahwa
pemborong menyerahkan pemborongan pekerjaan tersebut kepada seorang
pemborong/pemborong-pemborong lain yang merupakan sub kontraktor-
sub kontraktor berdasarkan perjanjian khusus antara pemborong dan sub
kontraktor, Adanya ‘sub kontraktor demikian dalam perjanjian
pemborongan harus dengan seizin bouwheer.

. Direksi

Pada fase pelaksanaan pekerjean (pelaksanaan kontrak) arsitek sering
ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direksi, bertindak mewakili
pembert tugas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang
dilaksanakan pemborong. Fungsi mewakili vang terbanyak dan direksi
terjadi pada fase pelaksanan pekerjaan, di mana direksi bertindak sebagai
pengawas terhadap pekerjaan pemborong, di sini dircksi bertindak
mewakili pemberi tugas dalam semua hal yang bertalian dengan

pembangunan bangunan,
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2.3.2.4 Berakhirnya Perjanjian Pemborongan

Dalam KUH Perdata memang tidak diatur secara khusus dalam suatu pasal

fertentu mengenai berakhimya perjanjian pemborongan namun mengenai hal ini

telah diuraikan oleh FX. Djumialdj: (1996:20), dimana perjanjian pemborongan
dapat berakhir dalam hal-hal sebagai berikut,

1.

Pekerjaan telah diselesaikan oleh pemborong setelah masa pemelihaman
selesal atau dengan kata lain pada penyerahan kedua dan harga borongan
telah dibayar oleh pihak yang memborongkan.
D1 dalam perjanjian pemborongan dikenal adanya 2 (dua) macam
penyerahan

a. Penyerahan pertama vyaiiu penyerahan pekepjaan fisik setelah

selesai.
b. Penyerahan kedua yaitu penyerahan pekerjaan sctelah masa
pemeliharaan selesai.

Pembatalan perjanjian pemborongan
Menurut Pasal 1611 KUH Perdata disebutkan: Pihak yang memborongkan
jika dikehendakinya demikian, boleh menghentikan pemborongannya,
meskipun pekerjaan telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi
scpenuhnya kepada s1 pemborong untuk segala biaya yang telah
dikeluarkannva serta untuk keuntungan yang terhilang karenanya.
Pemborong memnggal dunia
Menurut Pasal 1612 KUH Perdat bahwa pekerjaan berhenti dengan
meninggalnya si pemborong. Di sini prthak yang memborongkan harus
membayar pekerjaan vang telah diselesaikan, juga bahan-bahan yang telah
disediakan, Demikian juga ahli wans pemborong tidak boleh melanjutkan
pekerjaan lersebut tanpa seizin yang memborongkan. Sebaliknya dengan
meninggalnya pihak vang memborongkan, maka perjanjian pemborongan
tidak berakhir. Oleh karena itu ahli waris dan vang memborongkan harus
melanjutkan atau membatalkan dengan kata sepakat kedua belah pihak.,
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4. Kepailitan
Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Kepailitan, yang intinya bahwa jika
debitur pailit maka demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas
terhadap harta kekayaannya. Oleh karena itu, Apabila pemborong
mengalami kepailitan maka yang memborongkan dapat mengakhiri
perjanjian dengan alasan si pemborong telah pailit sehingga kehilangan
haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya.

3. Pemutusan perjanjian pemborongan
Pemutusan perjanjian pemborongan ini karena adanya wanprestasi.
Pemutusan perjanjian pemborongan ini untuk waktu yang akan datang
dengan kata lain pekerjaan yzng belum dikerjakan yang diputuskan,
namun mengenai pekerjaan yang telah dikerjakan akan tetap dibayar.

6. Persetujuan kedua belah pihak
Perjanjian pemborongan dapat berakhir apabila kedua belah pihak setuju
untuk melakukan perbuatan tersebut,

2.3.3 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh
pihak-pthak yang mengadakan perjanjian. Namun terkadang wanprestasi sering
sckali terjadi dan tidak dapat dihindarkan lagi. Beberapa pengertian mengenat
wanprestasi menurut para ahli antara lain:

{. Menurut F.X Djumialji {1996:16) wanprestasi adalah suatu keadaun Jika
salah satu pthak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestast karena
kesalahannya (kesengaiaun atau kelalaian).

2. Menurut Hartono Hadi Suprapto (1984:43) wanprestasi adalah keadaan di
mana seorang debitur ridak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur
karena kesalahan debiur.

Menurut pendapat Hartono Hadi Suprapto (1984:43) keadaan wanprestast
itu tidak selalu bahwa sescorang debitur tidak dapat memenuhi sama sekali
seluruh prestasi, melainkan dapat juga dalam hal sesecorang debitur tidak tepat
waktunya untuk memenuhi prestasi atau dalam memenuhi prestasi tidak dengan
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baik. Berdasarkan uraian itu maka dapat dikatakan bahwa bentuk wanprestasi ada
tiga, vaitu:

|. tidak memenuhi prestasi sama sekali,

2. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, dan

3. memenuhi prestasi tetapi tidak baik / sesuai.

Namun perlu mendapat perhatian, bahwa wanpreszasi itu tidak dengan
sendirinya ada, melainkan kreditur harus menyatakan dahulu bahwa debitur itu
lalai.

Menurut FX. Djumialji (1996:17) akibat adanya wanprestasi ini kreditur
yang berhak menuntut prestasi dapat mengajukan tuntutan pada debitur yang
wajib memenuhi prestasi:

1. Pemenuhan prestasi

t-d

Pemenuhan prestasi dengan ganti rugi

3. Ganti rugi

4. Pembatalan perjanjian

5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Masalah ganti rugi diatur didalam Pasal 1243 KUH Perdata yang dapat
dituntut olch kreditur dalam hal tidak dipenuhinya perikatan. Berdasarkan pasal
tersebut penggantian kerugian yang dapat dituntut oleh seorang kreditur meliputi:

1. Biaya-biaya vang telah dikeluarkan.

2. Kerugian yang nyata-nyata diderita.

3. Bunga

Sedangkan menurut Hartono Hadi Suprapto (1984:45) kerugian yang
dapat dituntut oleh kreditur, sebagai berikut.

1. Kerugian yang dapat dianggap sebagai akibat langsung dari adanya

wanprestasi (pasal 1248 KUH Perdata);

2. Kerugian yang telah dapat diperkirakan atau diduga pada waktu
perjanjian dibuat, kecuali kalau ada kesengajaan/tipuan yaitu
kesengajaan dan debitur untuk mengadakan wanprestasi (pasal 1247
KUH Perdata).
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4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahssan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut,

!:\.J-

!..H

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pemingkatan Jalan Poros Desa
(JPD) pemilihan pelaksana dilakukan dengan penunjukan langsung dengan
alasan adanya keadaan tertentu yaitu JPD merupakan jalan utama dari ketiga
desa yang memiliki manfaat sangat penting bagi masyarakat oleh karena itu,
diperlukan penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat
yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda sehingga harus segera
dilakukan. Penunjukan langsung dalam perjanjian pemborongan pekerjaan ini
bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun
2000, karena pelaksana dan arsitek tidak memenuhi persyaratan yang
ditentukan didalam pasal tersebut,

Perjanjian dilaksanakan selama 60 hari kalender setelah ada Surat Keputusan
Ketua Tim Pembangunan nomor: 03/skktp/VIIT/2003-Skep, kemudian
terdapat masa pemeliharaan selama 60 hari kalender Pembayaran biava
pekerjaan diangsur 4 (empat) kali dan penyerahan pekerjaan dilakukan 2
(dua) kali. Perjanjian pemborongan pekerjaan ini tidak sesuai dengan Pasal 23
avat (1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000, karena perjanjian
tidak menggunakan jaminan. Kewajiban pemberi tugas adalah membavar
biaya pekerjaan, melakukan pengawasan. dan memberi informasi yang
diperlukan dalan pelaksanaan pekerjaan sedangkan, hak pemberi tugas
adalah menerima hasil pekerjaan sesuai isi perjanjian. Kewajiban pelaksana
adalah  menyediakan bahan bangunan, menyediakan  perlengkapan
keselamatan kerja, dan menyerahkan hasil pekerjaan sesual isi perjanjian
sedangkan, hak pelaksana mendapatkan pembayaran.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana dapat berupa; tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, dan tidak menyerahkan hasil

38
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pekerjaan dengan baik. Mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi
tugas (mora creditoris) dapat berupa: terlambat membayar biaya pekerjaan,
dan tidak membayar biaya pckerjaan sama sekali Dalam pelaksanaan
perjanjian pemborongan pekerjaan ini tidak terjadi wanprestasi karena
pelaksana maupun pemberi tugas melaksanakan hak dan kewajiban sesuai isi
perjanjian.

4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas. penulis mencoba memberikan saran yang
relevansi dengan permasalahan:

I. Daiam penunjukan langsung pada proyek pemerintah hendaknya memenuhi
Syarat penunjukan langsung yaitu pelaksana harus diregistrasi pada instansi
yang berwenang sedangkan pelaksana dan arsitek harus memenuh
persyaratan yang ditentukan Undang-undang,

2. Dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan yang dananya berasal dari APBN
atau APBD, hendaknya disyaratkan ada jaminan.
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Nomor : 02/sppp/VII1/2003-Sper

Tentang
PROYEK PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN POROS DESA (JPD)
DESA NGAMPEL - DESA PEJANGGANAN - DESA MOROBAKUNG
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRIESIK

Pada hari ini, Kamis 14 Agustus 2003, masing - masing pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. PIHAK |
Nama Moh. Muchlish. Ms
Jabatan Ketua Tim Pembangunan Provek Pelaksanaan Pekeraan Jalan Poros Desa
(JPD) Desa Ngampel — Desa Pejangganan - Desa Morobakung Kecamatan
Manyar Kabupaten Gresik
Alamat - JI. AMD [I Morobakung Manyar Gresik
2, PIHAK It
Nama . Amrur Rozi, S.T
Jabatan - Pelaksana Pekerjaan
Alamat -JI. Jaya No. 7b Sembayat Timur Manvar Gresik

Menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian Pelaksanaan
Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Desa (JPD}) Desa Ngampel  Desa Pejangganan - Desa
Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana
tercantum dalam pasal - pasal dibawah ini:
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(1)

(2)

(1

(2)

(3)

(4)

Digital Repository Universitas Jember

Pasal |
LINGKUP PEKERJIAAN

PIHAK KESATU menyerahkan pekerjpan kepada  PIHAK KIDUA, sebagaimana PIHAK

KEDUA telah menyatakan dengan pernyataan setuju menenima dun melaksanakan pekerjaan

dengan baik dari PIHAK KESATU, yang berupa Proyek Pelaksanaun Pekerjaan Jalan Poros Desa

(JPD) Desa Ngampel — Desa Pejangganan - Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten

Gresik dengan Volume @ Panjang = 1100,00 m, Lebar = 3,00 m. Luas = 3300,00 m’, yang

meliputi :

a. Pekenaan Pendahuluan

b. Pekerjaan Pengaspalan

Seluruh Pekerjaan lersebut diatas dilaksanakan sesual dengan |

a. Gambar Kerja

b. Surat Keputusan Penunjukan Pelaksanaan Pekemoan  dan Penintah Kerja  Nomor
03/skktp/VII/2003-Skep

¢. Instruksi — instruksi yang tidak bertentangan dengan surat perjanjian ini dan dituangkan
dalam bentuk tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2
PENGAWASAN PERKERIAAN

PIHAK KESATU atau wakil yang ditunjuk secara wenulis oleh PIHAK KESATU ( tim teknis
yang selanjutnya disebut pengawas) berhak mengawasi secars aktif pelaksanaan pekerjaan
scbagaimana dimaksud dalam pasal 3 surat perjaniian ini

PIHAK KEDUA diwajibkan secara tertulis menempatkan personil sebagai wakil PIHAK
KEDUA selaku penanggung jawab lapangan

Dalam PIHAK KESATU menganggap wakil PIHAK KEDUA kurang memenuhi svarat atau
tidak cakap dalam melakukan pekerjaan atau fungsi schagaimana Jimaksud dalam ayat (1) pasal
ini, maka sejak diketahui tidak mampu atau tidak cakap itu PIHAK KESATU berhak meminta
pengganti secara tertulis dengan dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA, dan
sejak diterima dan disetujuinya permintaan penggatian itu, maka paling lambat 3 X 24 jam,
PIHAK KEDUA telsh harus mengganti dengan personil yang baru, segala biava yang timbul
karena karena penggantian tersebut sepenuhnya mnejadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU akan memberikan keterangan vang diperiukan oleh PIHAK KEDUA selama
pekerjnan berlangsung dan untuk maksud serta tujuan vang sama PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA wajib saling memberi keterangan yang diperlukan,
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Pasal 3
JANGKA WAKTU PLAKSANAAN PEKE RJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disebut dalam Pasal | Surat Perjanjian ini ditetapkan
selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung |8 (delapan belas) hari kalender sejak dikeluarkan
Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Dan Perintah Kerja lungeal | September 2003 oleh
PIHAK KESATU dan sudah harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
KESATU paling lambat tanggal 1 November 2003.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 4
MASA PEMELIHARAAN

Segera setelah seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini
selesai, PIHAK KEDUA dapat meminta sccara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk
melakukan penyerahan pertama pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Jangka waktu Pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender, dihitung mula
tanggal penyerahan Pekerjaan Pertama

Segera setelah jangka waktu Pemeliharaan lerlampaw dan semua kewajiban selama Jangka
Waktu Pemeliharaan telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA. dilakukan Penverahan Kedua
Pekerjaan dan dibuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban membayar biaya pekerjaan yang
tersebut dalam pasal 7, sesuai dengan cara pembayaran pada pasal 9 surat perjanjian inj
selambat — lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas tagihan dari PIHAK KEDUA
diterima oleh PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan informasi apabila diperlukan dan diminta
oleh PIHAK KEDUA, sejauh informasi tersebut untuk pelaksanaan pekerjaan,

PIHAK KESATU wajib memberikan keputusan dalam hal adanya pertanyaan. usul pengajuan
pembayaran dan lain — lain dari PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya pengajuan tertulis dari PIHAK KDUA dem wntuk tidak menjadi sebab
keterlambatan pekerjaan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

(2)

Pasal &

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan dan bertangguns jawab atas semua dan lain

lain yang diperlukan termasuk perlengkapan kesclamatan kerfa yang sesual selama pelaksanaan

pekerjaan bagi para personilnya yang bekera sesuai Surat Ferjanjian ini, dan berdasarkan

Undang - undang Keselamatan Kerja, maupun Undang — undla ng lecelakaan yvane berlaku

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dulan pasal | Suraf Perjanjian ini

bertanggung jawab scpenuhnya atas upah, pajak pendapatan dav pajak pajak lain vang limbul

karena perjanjian ini maupun jaminan keselamatan kerja bagi para pekerja yang melaksanakan

pekerjaan tersebut

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas terpeliharanya ketertibon, keamanan dan ganggian

pengamanan di wilayah pekerjaan, baik dari angguan dun hambatan pekerjaan  maupun

pencurian/kehilangan selam waktu pelaksanaan pekerjaan,

PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila

a. Karena kelalain PIHAK KEDUA maka (erjudsi kerusakan kehilangan  atau musnahnya
seluruh  atau  scbagaian pekerjaan, bangunan  daruralsementra bahan  konstruksi
ataupunperalatan.

b. Hasil pekerjaan sebagian/seluruhnya musnah  akibar cacat cacat tersembunyi  daalm
strukturnya, maka PIHAK KEDUA bertangpung jawaib sampiit aklir masa pemeliharaan

¢. Adanya persoalan dan tuntutan para tenaga kerja maupun suplier atau dengan kata lain
PIHAK KEDUA harus membebaskan PIHAK KLESATU duri segala tuntutan para lenaga
kerja atau suplier yang berkenaan dengan pelaksanann pekernan ini, baik didalam maupun
diluar pengadilan,

PIHAK KEDUA harus menjaga tanpa kurang sesuatu apapun upar PIMAK KESATL terbebas

dari semua tuntutan akibat pelanggaran hak lindung, tanda dagans atas nama dan hak — hak lain

yang dilindungi, atas dipakainya perlengkapan konstruksi, pekerjaan mesin atau bahan yang

digunakan untuk memenuti kontrak serta dari permintaan tuntutan biaya kerusakan, tagihan dang

pengeluaran yang ada kaitannya dengan itu,

Pasal 7
BIAYA PEKERJAAN

Besarnya biaya untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimany dimaksud dalan pasal | Sural
perjanjian ini adalah sebesar Rp. 100.000.000.- ( seratus jula rupiah) termasuk PPN 20 % (sepuluh
persen), dimana biaya tersebut merupakan biaya tetap (Fixed price)

Biaya tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah tetap dan tidak dapat diubah, kecuali dalam hal
timbulnya keadaan yang diatur dalam pasal 10, Pasal 12, Pasal |3 Pasal 15, dan Pasal 16 dari
Surat Perjanjian ini,
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(3

(h

(2)

(3)

(4]

(1)

(2)

Semua beban pﬂjak dan bea materai yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat
Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 8
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pekerjaaan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Surat Perjanjian im dilakukan

dalam 5 (lima) kali angsuran schagai benikut :

a. Angsuran pertama (uang muka), sebesar 30% dari biaya pekcnaan atau sebesar 30% x Rp
100.000.000,- (scratus juta rupiah) = Rp. 30.000 000 - (tiga pulub juta rupiah)

b. Angsuran kedua, scbesar 30% dan biaya pekeraan atau sebesar 30% x Rp. 100.000.000 -
(seratus juta rupiah) = Rp. 30.000.000 - (tiga puluh juta rupiah), dibayar sctelah kemajuan
pekerjaan/fisik mencapai prestasi 45% dari pelaksanaan pekerjaan

¢. Angsuran ketiga, sebesar 30% dan biaya pekerjaan atau sebesar 30% x Rp  100.000.000 -
(seratus juta rupiah) = Rp. 30.000.000- (tiga pulub juta rupiah), dibavar setelah kemajuan
pekerjaan/fisik mencapai prestasi 90% dari pelaksanaan pekerjaun

d. Angsuran keempat, sebesar 10% dari biava pekerjaan atau sebesar [0% x Rp 100 000000
(seratus juta rupiah) = Rp. 10.000.000- (sepuluhjuta rupiah) dibayar setelah kemajuan
pekerjaan/fisik mencapai prestasi 100% dan pelaksanaan pekernaan

Setiap pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ¢ dan d pasal ini dilakukan

setelah pekerjaan selesai diperiksa dan disetujui oleh Tim Supervisi dan dituangkan dalam Berita

Acara Kemajuan Pekerjaan/fisik.

PIHAK KEDUA setelah mennima pembayaran angsuran sebhagaimuna dimaksud ayat (1) huruf ¢

pasal ini, wajib menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100% dan dilaporkan dalam bentuk

laporan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan (LP3) dan berita acara kemajuan pekerjaan/fisik
terakhir yang diketahui Camat setempat.

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagsimana dimaksud ayat (3) pasal

ini, PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa dana kepada PIHAK KESATU yvang disesuaikan

perhitungan terakhir.

Pasal 8
PEKERJAAN TAMBAHAN ATALU PEKERJAAN KURANG

Apabila PIHAK KEDUA dalam mengajukan penawaran terdapatl kelalaian atau kekeliruan dalam
menghitung atau memasukkan suatu jenis pekerjaan yang menunpung dan telah jelas bahwa
pekerjaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pekenaan tumbahan, maka bayapekenaan
tersebut tetap menjadi beban PIHAK KEDUA.

Setiap ada tambahan/pengurangan pekerjaan vang tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan yang
ada dalam gambar rencana kerja atas perintah tertulis dari PULAK KIESATU yang mengakibatkan
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bertambah-berkurangnya biaya atau jangka wakty penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, mak hal
ini dianggap sebagai tambah /kurang pekerjaan dan untuk itu akan diatur dalam Sural Perjanjian
Tambahan (Addendum) dan yang akan merupakan satu kesatuan berkas vang tak terpisab dari
Surat Perjanjian ini serta harus dilaksanakan oleh kedua belah pihiak

(3)  Apabial ada permintaan pekerjaan tambahan dan ataub pekerjaun kurang sebagaiman dimaksud
dalm ayat (2) pasal ini, sebelum pekerjaan tambah dan ulau kurang tersebul dilaksanakan, terlebih
dahuly disetujui secar tertulis oleh PIMAK KESATI mengenal buva dan waktu vang diperlukan

(4) Pelaksanaan dan cara pembayaran yang menyangkul pekerjuan tambah dan atau pekerjaan kurang

akan diatur dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian Tambahan

Pasal [0
PENYERAHAN PEKERJAAN PADA PIHIAK KETIGA

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan seluruli atau sehitgian pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini kepada PIMAK KETIGA atau sebaliknya,
terkecuali apabila hal tersebut diminta dan mendapatkan persctujuan tenulis  terlebih dahulu dar
PIHAK KESATU, sedangkan pertanggungjawaban terhadup pelaksinaan pekerjan tetap berada pada
PIHAK KEDUA.

Pasal 1§

PEMERIKSAAN PEKERJAAN

(1) Pemeriksaan pekerjaan sebelum penyelesaian akhir
Sejauh menyangkut dan mengenai teknis pelaksanaan pekerjaan, maka tidak ada pekerjaan yang
tidak dapat diperiksa oleh pengawas, dan PIHAK KEDUA harus herisaha betul betul member
kesempatan pada pengawas untuk memeriksa dan mengikur pekerjain

(2) Pengupasan/Pelobangan untuk penyelidikan
Sewaktu-waktu PIHAK KEDUA harus mengupas/meloba nel salah satu bagian pekerjaan sesua
dengan perintah pengawas, kemudian mengembalikan dan memperbaikinya jika pekerjaan
tersebut diragukan oleh pengawas. Biaya pengupasan/pelobingan untuk  penyelidikan dan
perbaikan kembali menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDLIA

(3) Penolakan pekerjaan dan bahan tidak baik
Sewaktu- waktu pengawas mempunyai wewenang untuk membuat perintah secara tertulis kepada
PIHAK KEDUA :
2, Menyingkirkan bahan dari lapangan selambat-lambatnya IN24 jam yang dianggap oleh

pengawas tidak sesuai dengan spesifikasi

b, Menggantikan dengan bahan yang baik sesuai dengan spesifikasi
¢. Melaksanakan kembali suatu pekerjaan yang hahan atau pekerjaannva menurut pendapal

pengawas tidak sesual dengan spesifikasi.
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(1

(3)

(4)

(1)

Pasal |2

FORCE MAJEURLE

Jangka waktu pelaksanan pekerjaan sebagaiming vang dinhsud dalim pasal 3 Surat perjanjian

ini dan biaya pekerjaan sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 S perjamian am, dapas berubah

sebagai akibat timbulnva keadaan Force majewre vang dapnr mensakibatkan terganggunya

pekerjaan secara langsung

Yang dimaksud keadaan Force Majeure sebagaimana vang dmaksud Aval (1) pasal ini adalah

. Bencana alam yaitu : banjir, gempa bumi . badui. bebubire Lanah fongsor dan letusan
gunung berap:.

b. Peperangan, huru —hara. dan demonsirasi

¢. Hal -hal lain sesuai rekomendasi dari pengawas vang endapal  perselgjuan PTHAK
KESATLS

Kesemua hal tersebut diutas harus secara nyals mempengaruin pelaksanaan pekerjaan datam

Surat Perjanjian ini

Apabila terjadi Force Majeure dalam ayat (2) pasal ini. maka daiwe waktu selambat — lambatnya

2X24 jam PIHAK KEDUA diwajibkan meniberi laporan secura teninlis kepada PINAK KESATU

diketahui oleh pejabat setempat, dan PIHAK KESATU diweaibkan memberi jawaban secur

tertulis kepada PINAK KEDUA dalam waktu 3X24 Jam setelah menerima laporan tertulis dari

PIHAK KEDUA, _

Apabila ketentuan dalam Ayat (3) pasal ini telah dipenubi, maka kedua belah pihak sepakat akan

membicarakna mengenai langkah — langkah lanjutan vang perfu dan o harus ditempuh

Pasal |3
LAPORAN —LAPORAN

PIHAK KEDUA harus melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaun pekerjaan kepada PIHAK
KESATU dengan menyerahkan laporan mingguan dan bulanan hepada pengawas dalam bentuk
(format) yang tersedia

Laporan tersebut mencakup sedikit ~dikitnya sebagi besiku

& Kemajuan fisik tiap-tiap item pekerjaan dalam dailar solume peheriaan setisgp minngo dan
rencana yang akan dilaksanakan minggu berikutnva

Inventarisasi perlengkapan atau peralatan konstruksi di lapangan

Daftar dan atau jumlah pimpinan tenaga menuru keahliannya pada sctiap bagian pekerjaan
Bahan bangunan.yang dikirim dan diterima di lapangan

a a0 o

Masalah - masalah yang timbul dan cara pemecahannya
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(3)

(4)

(2)

(3)

PIHAK KEDUA harus menyiapkan suatu buku harian di kantor lapangan dimana pengawas dan
PIHAK KESATU setiap saat dapat mengeluarkan instruksiftenuian dalam ra ngka pengendalian
pekerjaan,

Dalam hal peristiwa rertentu, PIHAK KEDUA dapat diminta menyerahkan laporan tertulis
kepada PIHAK KESATU dan penyerahan laporan tersebut harus tepal waktu sesuai dengan yang
diminta oleh PIHAK KESATU

Pasal 14

DOKUMEN PELAKSANAAN

Gambar kerja

8. Gambar-gambar kerja akan tetap menjadi milik PIHAK KESATU, sedangkan salinan-
salinan tambahan yang diminta PIHAK KEDUA biayanya mienjadi heban PIHAK KEDUA.,
PIHAK KEDUA dijinkan menyimpan  salinan-salinaniya, tetapt  dilarang  untuk
mempergunakannya untuk tujuan-tujuan yang tidak bersanshutan dengan pekerjaan tanpa
ijin tertulis dari PILHHAK KESATU.

b.  Satu perangkat gambar kerja yang telah diselujui pengawas hrus disediakan oleh PIHAK
KEDUA dan sewaktu-waktu dapat dipakai oleh pengawas dan PHIAK KESATL.

C.  Satu set gambar ying diberikan pada PIHAK KEDU A harus ad: dilapangan dan pada waktu-
waktu lertentu dapat diberika (dipinjamkan) untuk pemeriksaan dan di sunakan oleh
pengawas.

d. Pengawas berwenany terhadap PTHAK KEDUA untuk pengacion vambar-gambar lain setiap
waktu yang dipandang pertu untuk pelaksanaan pekerjaun semestinva PIHAK KEDUA harus
melaksanakan dan menanggung biayanya

Gambar Pekerjaan {(shop drawing)

Selam pekerjaan berlangsung sewaktu-waktu pengawas dapal memberikan gambar penjelasaan

sertapengarahan pada PIHAK KEDUA bila dianggap periu it pelaksanaan pekerjaan bisa

berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana

Gambar Konstruksi (as built drawing)

Setelah pekerjaan selesal (Penyerahan Pertama Pekerjaan). PIMAK KEDUA bertanggung jawab

untuk membuat gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan diliupangan vang memperlibatkan

juga perubahan-perubahan selama pelaksanaan pekerjaan
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Pasal |5

PENYERAHAN PERERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilaksanakan dan ditetapkan sebagai berikut

(1) Penyerahan pertama dilaksanakan PIHAK KEDUA kepada PIAK KESATL setelah pekerjaan

(2)

(3)

(1)

(1

(2)

(3)

mencapai bobot prestasi |00% (seratus persen) dan menyerabkan as built drawing vang di buat
PIHAK KEDUA dan disetujui pihak pengawas dan PIHAK KES AT L

Penyerahan terakhir dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIlIAK KESATU setelah masa
pemeliharaan dinyatakan selesai.

Setiap penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIIAK KESATU harus disertai

dengan berita acara yang dibuat oleh pengawas dan ditandatunzani PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDLUA.

Pasal 16
PERBEDAAN DATA/ISI DOKUMEN

Dalam hal terjadi perbedaan data dan atau isi dokumen dalam Surat Perjanjian ini beserta
dokumen kelengkapannya, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan sebaik-
baiknya dalam menentukan data dan atau isi dokumen yang dipakui dan berlaky

Apabila penentuan data dan atau isi dokumen yang dipikal dan berlaku mengalami jalan buntu,
maka prioritas interpreiasi data dan atau dokumen yang dimaksud berdasarkan atas urutan
dokumen sebagai berikut

a.  Surat Perjanjian ini

b.  Gambar kerja,

Butir a sampai dengan butir b pada ayat (2) pasal ini merupakan limpiran vang tidak terpisahkan
dari Surat Perjanjian ini.

Pasal | 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dan perlentangan antara kedua belah pihak,
baik langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan Surat Perj injian ini, maka kedua belah
pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan menempuh musyawarah dan mufakat
Apabila perselisihan, perbedaan pendapat atau persengketaun tidak dapal diselesaikan dengan
musyawarah untuk mufakat, maka permasalahan tersebut pada akhirnya akan diselesaikan dalam
tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrnse Nasional Indonesia
(BANI) oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraluran tersehu

Keputusan yang diambil oleh BAN| adalah final dan mengikat para pilmk untuk dijalankan
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(4)

(1)

(2)

Biaya yang ditentukan oleh BANI berdasarkan aturas vang berlaku merupakan tanggung jawab
bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

Pasal 18
PENUTLUP

Surat perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejuk langgal pembubuhan tanda tangan olch
kedua belah pihak dimana lembar pertama dan lembar kedua diberi materai Rp. 6000,- (cnam
ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. sedangkan salinannya dibuat 6 (enam)
rangkap.

Setelah membaca dengan seksama dan memahami pasal demi pasal tersebut diatas, maka
masing- rﬁasing pihak membubuhkan tanda tangan schapa tanda sanggup mentaati sepenuhnya
15i surat perjanjian ini.
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Desa (J1PD)

—
b

DesgNgan i pta Pejangganan - Desa
0 RN .
geirobakung Keb U Manvar Kab.Gree'k

s .
EALKTRIAN S ) bl rehive |

M

= o ﬂ

Maoh. Muchlish. Ms.
|

Kepala Desa Morobakung |
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LEMBAR KEDUA

Dibuat dan ditands wangan:
1 /umebé, g Manyar Gresik
Pada Tansgal - /F Alpeshen 2003

PIHAK KEDLA

Peluksans Mekeraan

VYimene Yoel 8T

Saksi-saksi -

|. H._Moh, Nukhan

2. Ali Mansur. Dim
Kepala Desa Ngampel

3. Halim Ubaidillah

4. Sahari
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SURAT KEPUTUSAN
KETUA TIM PEMBANGUNAN

PROYEK PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN POROS DESA (JPn)
DESA NGAMPEL - DESA PEJANGGANAN - DESA MOROBA KUNG

KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK
Nomor : 03/skktp/VI11/20103-Skep

Tentang

PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN DAN PERINTAH KERJA
PROYEK PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN POROS DIESA (] PD)
DESA NGAMPEL — DESA PEIANGGANAN - DESA MOROBAKUNG

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A, Bahwa evaluasi dan klarifikasi pelaksanu rlkerjaan Pembangunan

Proyek Pelaksanaan pekerjaan Jalan Poros Desa (JPD) Desa Ngampel
- Desa Pejangganan - Desa Murobakung Kecamatan  Manyar
Kabupaten Gresik telah selesai dilakukan oleh Ketua Tim

Pembangunan (Kepala Desa Morobakung ),

. Bahwa pelaksana pekerjaan tersebut diatas telah disetujui oleh Ketua

Tim Pembangunan (Kepala Desa Morabakung)

. Surat Keputusan Ketua Tim Pembangunan MNomorD 1 /skltp/VIHTE2003-

Skep

MEMUTUSKAN

Amrur Rozi. ST di Gresik yang ditunjuk schagai pelaksana pekerjaan

untuk melaksanakan pekerjaan sebagai herikut

Nama Pekerjaan : Proyek Pelaksanaan PPekerjuan Jalan Poros Desa
(JPD) Desa Ngampel - Desa Pejangganan - Desa
Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten
Gresik.

Volume : Panjang = 1 100,00 m, Lebar 3,00 m,

Luas = 3300,00 m",
Nilai Kontrak ¢ Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

Jangka waktu : 60 (enam puluh) han
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Kedua

Ketiga

Keempat

Pelaksana pekerjaan melaksanakan pekerjaan wiclah dikeluarkan surat

keputusan ini dengan syara -syaral sebagai berib

a. Pekerjaan dilaksanakan sesuaj dengan wanbar kerja dan Berita
Acara Penjelasan Pekerjaan,

b, Bahan dan material bangunan yang divunakan harus berkualitas
bauk sesuai dengan vang disyaratkan

¢. Nilai Kontrak (harga borongan pekerjaan} lersebut diatas sudah
termasuk pajak-pajak, keuntungan Konteakior dan resiko lainnya.

d. Masa pemeliharan bangunan adalah 60 (¢nan puluh) hari kalender

. Syarat pembayaran akan diatur dan dilewashar dalam surat perianiian
Y 4 parjan

pelaksanaan pekerjaan.

Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal diciiophan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian har] ternyata terdapal kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Adens fﬁ%’ Manvyar Gresik

Pads i C O Negstus 2005

*embangzunan,

Fore - —-_'#: -
|\C[J'clf{i Desy Mornly Liing


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini kami:

Nama : Al Mangur. Dim
Jabatan : Kepala Desa Ngampel
Alamat  JLAMDITRt. 04 Rw. 02 No.10 Ngampel Manvar Gresik

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak keberatan menunuk Moh. Muchlish. Ms

Kepala Desa Morobakung Sebagai Ketua Tim Pembangunin Proyek Pelaksanaan
Pekerjaan Jalan Poros Desa (JPD) Desa Ngampel — Desa Pejangganan - Desa I
Morobakung Kec. Manyar Kab.Gresik, mengingat Jalan terscbut adalah kepentingan |
bersama, antara Desa Ngampel — Desa Pejangganan - Desa Morobakung Kee. Manvar
Kab.Gresik.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk

selanjutnya dapat dipergunakan seperlunya.

:1[
4

A rcg_f{':,}ﬁ Agustus 2003,

S = e B |

ansur. Dm

Kepala Desa Ngampel
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SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini kami

Nama : H. Moh, Nukhan
Jabatan ¢ Kepala Desa Pejangganan
Alamat + JLAMDIIRt02 Rw.01 No.11 Pejangganan Manyar Gresik

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak keberatan menunjuk Moh, Muchlish. Ms
Kepala Desa Morobakung Sebagai Ketua Tim Pembanpunan
Pekerjaan Jalan Poros Desa (JPD) Desa N
Morobakung Kec,

Proyek Pelaksanaan
gampel ~ Desa Pejangganan - Desa
Manyar Kab.Gresik, mengingat jalan tersebut adalah kepentingan

bersama, antara Desa Ngampel — Desa Pejangganan - Desa Morobakung Kee, Manyar
Kab.Gresik.

Demikian surat pernyataan ini kami buat lanpa adanya paksaan dan pihak lain, untuk
selanjutnya dapat dipergunakan seperlunya.

Gresik, 14 Apustus 2003,
kami yang menyatakan

. A

—

H. Moh. Nukhan
Kepala Desa Pejangganan

|
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